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Abstract: Riset ini bertujuan menguji pengaruh
pengangguran, pertumbuhan ekonomi, kemiskinan,
dan tingkat ketergantungan terhadap kinerja
keuangan  pemerintah  daerah.  Riset ini
dilaksanakan di Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengabh.
Penarikan Sampel memakai purposive sampling
dengan sampel sebanyak 127 data. Dalam
pengumpulan data memakai studi literatur yang
diperoleh dari wesbsite resmi pemerintah yaitu
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Dan
Badan Pusat Statistik. Alat analisis memakai
analisis regresi berganda diolah dengan spss versi
26. Hasil riset yakni pengangguran dan tingkat

ketergantungan berpengaruh terhadap kinerja
keuangan  pemerintah  daerah,  sedangkan
pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan tidak
berpengaruh  terhadap  kinerja  keuangan
pemerintah daerah.

PENDAHULUAN

Pemerintah Daerah diberi keleluasaan mengoptimalkan daerah masing-masing.
Otonomi daerah menjadi salah satu cara pemerintah pusat untuk melakukan pengelolaan
sumber daya dimiliki wilayahnya dalam menaikan perekonomian serta menjadi salah satu
alat penyokong tujuan nasional dalam mencapai kesejahteraan rakyat. Hal tersebut dapat
dilihat pada perubahan dalam mengelola finansial wilayahnya masing-masing yang dulunya
memakai sistem anggaran manual kini berubah jadi kerangka rencana keuangan berbasis
kinerja. Dalam menilai baik atau buruknya pengelolaaan keuangan pemerintah daerah kita
dapat menggunakan sebuah kinerja keuangan, kinerja tersebut sebagai tolak ukur
bagaimana pemerintah daerah dapat menyerap serta melaksanakan anggaran yang telah di
tuangkan dalam APBD untuk mencapai tujuan.

Dilihat dari sebuah berita yang dilansir (Merdeka.com, 2021) Negara Indonesia sekitar
10 tahun terakhir mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi atau sudah dalam tren
menurun. Berdasarkan artikel yang dilansir dari merdeka.com pertumbuhan ekonomi
mengalami penurunan yang terus menerus dan kondisi tersebut mengalami tingkat
keparahan pada tahun 2020, karena adanya penyebaran virus corona sehingga
melumpuhkan perekonomian secara menyeluruh. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2010
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yaitu 6,77%, di tahun 2015 turun di titik 4,88%. Saat tahun 2020 mengalami penurunann
yang sangat rendah sebesar 2,97%, selain itu angka kemiskinan dan pengangguran juga
mengalami peningkatan dan hal tersebut membuat indonesia menjadi turun kembali pada
posisi tahun 2017. Proses pemulihan ekonomi di Indonesia menjadi lama karena adanya
pandemi covid-19.

Pertumbuhan ekonomi yang stabil menjadi kunci kesuksesaan bahwa kinerja keuangan
pemerintah daerah berlangsung dengan baik, tetapi saat ini pada tahun 2020 pertumbuhan
ekonomi di Jawa Tengah mengalami penurunan, sedangkan kemiskinan & pengangguran
mengalami peningkatan. Dalam sebuah artikel yang disampaikan kompas.com Tuna Karya
saat 2019 dititik 4,42%, 2020 berubah mencapai presentase 6,48%. Pertumbuhan ekonomi
tahun 2019 mencapai 5,34%, karena adanya corona perekonomian tahun 2020 triwulanl I
sebesar 2,61%, pada triwulan II mengalami penurunan kembali yang sangat drastis
mencapai -5,42%, pada triwulan III turun kembali me njadi -3,92%. Sedangkan pada tahun
2019 kemiskinan mencapai titik 10,58%, tahun 2020 kemiskinan terjadi peningkatan
sebesar 11,41% (Kompas.com, 2020). Permasalahan lain yang terjadi saat ini Pemda Jateng
sekitar 53,83 % masih bergantung pada pusat (cnnindonesia.com, 2021), hal ini terjadi
karena kemampuan daerah dalam mengembangkan pootensi mereka sangat terbatas, selain
itu diakibatkan karena covid yang membuat pendapatan mereka menurun. Hal ini juga
menunjukan bahwa pemerintahan dalam mengurangi pengangguran, meningkatkan
pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, serta tingkat ketergantugan masih sangat
rendah.

Menurut penelitian sebelumnya yaitu Antonius dkk (2017) mengatakan bahwa
pengangguran berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Selain itu yang dilakukan
Neni Nurhayati dan Amir Hamzah (2020) mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi
berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sedangkan Ernawati
dkk (2021) mengatakan tingkat kemiskinan mempunyai pengaruh terhadap kinerja
keuangan pemerintah daerah. Kiswanto & Noviyanti (2016) mengatan bahwa tingkat
ketergantungan berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah. Riset dari Srimulyani dkk
(2021) menyatakan bahwa tingkat ketergantungan pada pusat berpengaruh signifikan
terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Pertumbuhan ekonomi menjadi hal utama yang perlu dicapai karena jika pertumbuhan
ekonomi tumbuh dengan baik maka pengangguran, kemiskinan dan tingkat ketergantungan
akan mengalami penurunan sehingga otomatis pengelolaan keuangan suatu pemerintahan
juga akan baik. Pertumbuhan ekonomi seumpana dengan bentuk untuk memperluas
ekonomi suatu daerah sehingga bisa menambah penghasilan dan menambah lowongan kerja
bagi penduduk yang membutuhkan (Amir & Nurhayati, 2020). Seseorang yang sedang
menganggur membuat pennghasilan mereka menjadi berkurang sehingga akan membuat
kemiskinan menjadi meningkat, hal ini akan berpengaruh terhadap pemerintahan
(Harimurti et al., 2017). Selain jika tingkat ketergantungan pada Pemerintah sentral yang
berlebihan maka akan memberikan dampak negatif pada kinerja keuangan karena tingkat
ketergantungan sangat berpengaruh (Srimulayani & Primadiva, 2021).

Riset (Suryono et al, 2019) menunjukan kalau pertumbuhan ekonomi tidak
mempengaruhi kinerja keuangan. Hafan Dan Panggiarti (2020) melakukan riset dengan hasil
bahwa kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah tidak mempengaruhi tingkat
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kemiskinan di Kabupaten Magelang. Penelitian terdahulu dilakukan Kusuma Dan Handayani
(2017) bahwa tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat tidak mempengaruhi kinerja
keuangan pemerintah daerah. Suryanta (2019) menunjukan bahwa kinerja pengelolaan
keuangan daerah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara positif dan signifikan,
kinerja pengelolaan keuangan daerah mempengaruhi pengangguran secara negatif dan
signifikan, kinerja pengelolaan keuangan daerah tidak mempengaruhi kemiskinan.
Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Raharja, Suharno, dan
Harimurti (2017) yang meneliti tentang pengaruh pertumbuhan ekonomi, pengangguran,
dan kemiskinan terhadap kinerja keuangan. Pada penelitian ini ditambahkan tingkat
ketergatungann yang didasari oleh riset yang dilakukan Kiswanto dan Noviyanti (2016).
Manfaat penelitian guna melihat faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja
keuangan, mengingat pada akhir tahun 2019 di seluruh dunia termasuk Negara Indonesia
terlebih pada Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah terdampak pandemi covid-19 akibatnya
seluruh perekonomian menjadi lumpuh dan mengakibatkan penurunan pertumbuhan
ekonomi. Hasil riset ini dapat digunakan sebagai alat evaluasi dan dijadikan acuan bagi
pemerintah untuk mengambil kebijakan agar nantinya perekonomian dimasa akan datang
dapat berkembang secara stabil. Pertumbuhan ekonomi masih mengalami penurunan, serta
pengangguran, kemiskinan, dan tingkat ketergantungan yang meningkat karena kondisi
pandemim covid menjadi daya tarik untuk melakukan penelitian ini, karena pertumbuhan
ekonomi yang rendah akan menyebabkan angka kemiskinan dan pengangguran mengalami
kenaikan serta juga akan menyebabkan tingkat ketergantungan dan semua itu adalah
komponen penting dalam pemerintah sehingga semua fenemona itu menjadi berpengaruh
terhadap kinerja keuangan dalam pemerintahan daerah. Sehingga riset ini bertujuan untuk
menguji pengaruh pengangguran, pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, serta tingkat
ketergantungan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

LANDASAN TEORI
Teori Stewardship

Teori ini memiliki dasar psikoligi dan sosiologi ysng telah dirancang dimana para
eksekutif sebagai steward berupaya mencapaisasaran organisasinya. Menurut donaldson
dan davis (1991) Stewardship menggambarkan bahwa tidak ada suatu kondisi para
manajemen termotivasi untuk tujuan individu melainkan fokus pada kepentintang
organisasi (Ikhsan & Supsrasto, 2008:85). Tercapainya keberhasilan dalam pemerintahan
dapat dicapai dengan utulitas principals dan manajemen. Teori ini dapat diterapkan dalam
penelitian akuntansi sektor publik seperti oraganisasi profit lainya.

Teori Stewardship diasumsikan sebagai hubungan yang kuat antara kesuksesan
organisasi dan kinerja perusahaan. Stewardship akan berupaya memaksimalkan kekayaan
melindungi organisasi dengan memakai kinerja perusahaan, sehingga fungsi dari utilitas
dapat dimaksimalkan. Implikasi Teori Stewardship dalam riset ini menjelaskan bahwa
sebagai suatu lembaga yang dapat menampung aspirasi masyarakat, dapat memberikan
pelayanan bagi masyarak umum dan pertanggungjawaban keuangan yang dipercayakan
kepada pemerintah, sehingga tujuan dari perekonomian dapat terpenuhi dan kesejahteraaan
masyarakat dapat terpenuhi secara maksimal.

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
Kinerja ialah sesuatu harus dicapai memuat berbagai faktor yang mempengaruhi
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sektor publik dimana kinerja ini sangat dibutuhkan dan dianggap penting pada suatu
kegiatan.

Uraian dari implementasi program pemerintah dalam menjangkau wawasan, sasaran,
serta tujuan yang bisa dinilai dari aspek keuangan pada pelaksanaan APBD hal tersebut
disebut kinerja keuangan pemerintah daerah (Sari, 2016) .

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah ialah hasil kerja yang sudah dicapai pada bagian
finansial daerah yang didalamnya memuat sumber penghaasilan dan biaya daerah yang telah
ditentukan pada peraturan undang-undang selama jangka waktu tertentu. Kinerja keuangan
sebagai tolak ukur bagaimana untuk melihat baik/buruknya pemerintah daerah dalam
mengelola keuangan (Banjarkab.go.id, 2017). Kinerja keuangan pemerintah daerah dapat
dikatakan baik apaila pendapatan yang dihasilkan pada suatu daerah sudah mecapai bahkan
melebihi dari yang di anggarkan (Ramandani, 2017).

Pengangguran

Pengangguran ialah keadaan dimana seseorang sedang mencari pekerjaan atau
tergolong menjadi angkatan kerja tetapi mereka belum memiliki pekerjaan (Kompas.com,
2021).

Pengangguran terbuka ialah 1) seseorang tidak mempunyai pekerjaan, 2) seseorang
yang sedang bersiap-siap melakukan suatu usaha, 3) seseorang yg tak mencari mata
pencaharian sebab khawatir tak bisa menerima lowongan kerja tersebut, 4) seseorang sudah
memiliki sejumlah pekerjaan namun masih belum memulainya (BPS,2021). Karakteristik
pengangguran ada dua yaitu berdasarkan penyebabnya dan berdasarkan sifatnya. Jenis-jenis
pengangguran berdasarkan penyebabnya (Endang Mulyani & Asep Nurcahyanto, 2016) ialah
1) Struktural Ialah tenaga kerja tidak bisa mengikuti ketrampilan yang diingkan pemilik
kerjaaan hal ini terjadi karena adanya perubahan pada struktur ekonomi. 2) Konjungtural
ialah pekerja tertimpa dampak dari perubahan dalam perekonomian. 3) Friksional ialah
pekerja ingin berpindah pada kerjaan yang lebih bagus dari perusahaan ke perusahaan. 4)
Musiman ialah karena adanya pergantian musim. Sedangkan pengangguran berdasarkan
lama waktu kerja adalah 1) Terbuka ialah seseorang tidak memiliki pekerjaan sama sekali
karena berbagai sebab. 2) Setengah menanggur ialah orang yg pekerjaannya kurang dari 35
jam perminggu. 3) Terselubung ialah karyawan tidak melakukan pekerjaannya secara
maksimal karena tidak sesuai dengan bakat dan kemampuannya.

Hal-hal yang menjadi penyebab pengangguran (Jatimprov.go.id, 2021) :
1. Kesempatan lowongan kerja dan pertumbuhan angkatan kerja tidak serasi.
2. Terbatasnya kesempatan kerja karena adanya pandemi covid-9 dan kondisi
pertumbuhan ekonomi.
3. Kualitas angkatan kerja masih rendah.
4. Adanya kesenjangan antara persediaan pegawai yang dibutuhkan dengan pegawai
yang tidak sesuai.
5. Jiwa serta motivasi para pengusaha yang masih rendah dalam membangun
lapangan kerja baru.
Dampak pengangguran yang tinggi akan menyebabkan hal berikut (Kompas.com, 2021) :
1. Dampak ekonomi yaitu sumber daya manusia yang terbuang sia-sia akan membuat
kesejahteraan masyarakat berkurang dan menjadi beban orang yang bekerja.
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2.Dampak sosial yaitu meningkatnya tindakan Kkriminalitas yang membuat
masyarakat menjadi khawatir.

Seseorang bisa dikatakan tuna karya apabila seseorang tidak mempunyai mata
pencaharian sehinga orang tersebut akan berkurang pendapatannya, hal ini jika dibiarkan
secara menerus maka akan mengakibatkan pengangguran menjadi meningkat serta
berdampak pada kinerja keuangan pemerintah daerah. Tetapi apabila tenaga kerja dapat
bekerja penuh mereka bisa mencapai titik maksimal, maka pengangguran akan berkurang
(Harimurti et al., 2017). Selain itu pemerataan pendapatan harus dicapai semaksimal
mungkin sehingga dapat mengurangi pengangguran yang terjadi (Nurulita et al., 2018).
Pengangguran dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Penelitian (Harimurti et al, 2017) mengatakan bahwa pengangguran mempengaruhi
kinerja keuangan secara signifikan artinya jika seseorang menganggur maka akan membuat
pendapatan orang tersebut berkurang dan orang tersebut akan menambah jumlah
pengangguran yang terjadi di wilayahnya sehingga nantinya akann berdampak pada kinerja
keuangan pemerintah. Pengangguran yang terjadi dimasyarakat menyebabkan pendapatan
kesejahteraaan menjadi berkurang.

Hi: Pengangguran berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
Pertumbuhan ekonomi

Pertumbuhan ekonomi ialah sebuah proses untuk memahami bagaimana ekonomi
akan berlangsung dalam jangka panjang (Berliani, 2016) atau dapat diartikan sebagai adanya
suatu peningkatan ekonomi dalam waktu jangka panjang. Hal-hal yang mempengaruhi
perkembangan ekonomi (Endang Mulyani & Asep Nurcahyanto, 2016) adalah sumber daya
manusia, teknologi, sumber daya alam dan modal. Berdasarkan artikel yang dilansir pada
(Detik.com, 2021) Indonesia akhir-akhir ini mengalami perlambatan Pertumbuhan ekonomi
hal ini dikarenakan daya beli masyarakat berkurang dan berkurangnya permohonan akan
bahan dan pelayanan.

Dampak dari melambatnya pertumbuhan ekonomi sebagi berikut :

1. Terjadinya PHK.

2. Pendapatan masyarakat turun.

3. Meningkatnya kemiskinan.

4. Meningkatnya pengangguran.

Pertumbuhan Ekonomi Yang Baik sebagai kunci kesuksesan bahwa kinerja keuangan
pemerintah daerah sudah berjalan dengan baik. Jika pertumbuhan ekonmi menurun maka
akan menngakibatkan terjadinya berbagai masalah yang kemudian berdampak pada kinerja
keuangan, oleh karena itu Setiap daerah memerlukan pengelolaaan keuangan dengan baik
sehingga bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga kinerja keuangan pemerintah
daerah berjalan dengan baik.

Nurhayati & Hamzah (2020) mengatakan pertumbuhan ekonomi mempengaruhi kinerja
keuangan pemerintah daerah signifikan. Hal ini menunjukan jika sumber daya alam, sumber
daya manusia, teknologi, dan modal dapat dicapai capai semaksimal mungkin hingga bisa
terealisasi makan pendapatan dalam masyarakat tercapai sehingga nantinya akan
mendorong pertumbuhan ekonomi, Sedangkan penelitian (Suryono et al., 2019) menunjukan
kalau pertumbuhan ekonomi tidak mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah.
Hz:Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
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Kemiskinan

Kemiskinan ialah keadaan dimana seseorang tidak bisa memenuhi kebutuhan seluruh
aspek hidupannya seperti makan, minum, tempat tinggal, pakaian, pendidikan dll (Arfiani,
2019). Kesukaran semakin kesini semakin sulit diatasi dan menjadi permasalahan
fenomenal, karena adanya faktor ketimpangan sosial untuk mengakumulasi basis kekuatan
sosial mengakibatkan kemiskinan terjadi. Ukuran kemiskinan disini diambil dari presentase
penduduk miskin disuatu daerah, selain itu faktor-faktor lain yang menyebabkan terjadinya
kemiskinan sebagai berikut (Naga et al., 2018):

1. Kondisi alam dan lingkungan yaitu musibah alam serta sumber daya yang tidak

merata.

2. Penduduk yaitu pertamabahan masyarakat yang manahan sumber daya alam dan

terjadinya imigrasi.

3. Faktor eksploitasi yang terjadi.

4. Teknologi.

5. Kebijaksanaan yang tidak benar serta sering mengabaikan wilayah terpencil atau

dikenal dengan faktor struktural dan adat.

Selain faktor diatas kemiskinan juga bisa terjadi karena pendapatan masyarakat
mengalami penurunan sehingga mereka kesulitan dalam memenuhi seluruh aspek
kebutuhan hidupnya. Kemiskinan perlu utuk diatasi secepat mungkin untuk mengurangi
berbagai resiko.

Berdasarkan percepatan penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan menggunakan
strategi (PP No. 15 Th. 2010) :

1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin.

2. Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin.

3. Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil.

4. Mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Pemerintah didorong untuk meningkatkan kententraman penduduk sengan meluaskan
distribusi biaya permodalan APBD, memperluas pembangunan infrastruktur, investasi, dan
lain-lain sehingga bisa menambah pendapatan masyarakat lalu kemiskinan mulai teratasi
dengan adanya hal tersebut, Selain itu kemiskinan juga bisa dikurangi dengan bagaimana
pemerintah bisa memberi pembiayaan kepada masyarakat sehingga bisa meningkatkan
pertumbuhan ekonomi (Ermawati et al.,, 2021). Pemerintah daerah memerlukan sebuah
perkembangan ekonomi yang maksimal dan baik sehingga kemiskinan akan berkurang.

Studi (Ernawati et al,, 2021) mengatakan tingkat kemiskinan mempengaruhi kinerja
keuangan. Kemiskinan terjadi karena faktor ketimpangan sosial dalam mengakumulasi basic
kekuatan sosial, pemerintah didorong untuk meningkatkan distribusi biaya permodalan
APBD, memperluas pembangunan infrastruktur, investasi, dan lain-lain sehingga bisa
menambah pendapatan masyarakat lalu kemiskinan mulai teratasi. Sedangkan Panggiarti &
Hafan (2020) menyatakan kalau kinerjapengelolaan keuangan pemda tidak dipengaruhi
kemiskinan di Kabupaten Magelang. Riset ini selaras dengan riset yang dilakukan Andaresta,
Aswar, Dan Ernawati (2021) mengatakan bahwa kemiskinan mempengaruhi kinerja
keuangan pemerintah daerah.

H3: Kemiskinan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
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Tingkat Ketergantungan

Tingkat ketergantungan bisa diketahui dari banyaknya dana perimbangan yang
ditransfer pemerintah sentral kepada pemerintah di wilayah masing-masing (Rahmawaty &
Aulia, 2020). Dana perimbangan berupa Dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.
Perimbangan dan pemerintah daerah menuturkan alokasi dana publik bersumber dari
Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang dilokasikan untuk memeratakan kompetensi
pendanaan antar daerah untuk mendanai keperluan wilayahnya dalam bentuk desentralisasi
(UU No. 33 Th 2004).

DAU tujuannya sebagai berikut (Pintek.id, 2021):

1. Pemerataan keuangan setiap daerah untuk membiayai daerah tersebut.

2. Mengurangi ketimpangan sumber pendanaan.

3. Mengurangi kesenjangan fiskal setiap daerah di indonesia.

Tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat harus diminimalisir karena jika
pemerintah daerah bergantung dengan berlebihan maka dampaknya juga tidak baik, hal
tersebut terlihat dalam pemenuhan kebutuh artinya semakin kuat pemda bergantung pada
adninistrator sentar maka aakan berdampak pada kinerja keuangan dalam
pemerintahan(Handayani & Kusuma, 2017). Dalam mencari tingkat ketergantungan dapat
diukur melalui perhitungan dari dana perimbangan dibagi dengan total pendapatan.
Pemerintah pusat mempunyai kewajiban untuk mengawasi program yang dilaksanakan
pemerintah daerah dalam menerapkan dan menggunakan APBD untuk mencapai kinerja
serta keuanagan yg baik (Pandansari, 2016).

Studi Noviyanti & Kiswanto (2016) mengatakan bahwa tingkat ketergantungan pada
pusat berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah secara signifikan. Hal ini dikarenakan
semakin kuat pemerintah pusat memberikan dana perimbangan ke pemda maka semakin
kuat merak akan bergantung pada pusat sehingga mereka tidak berusaha meningkatkan
pendapatan selaiin itu kemampuian daerah dalam mengembangkan potensi mereka juga
masih sangat terbatas. Riset ini juga selaras dengan riset yang dilakukan oleh Primadiva,
Rosdini, dan Srimulyani (2021) menyatakan bahwa tingkat ketergantungan pada pusat
berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Ha4:Tingkat Ketergantungan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Pengangguran (X1)

Pertumbuhan

Ekonomi (X2)
 , Kinerja Keuangan
_ * Pemerintah Daerah ()
Kemiskinan (X3)

Tingkat
Ketergantungan (Xa)

Gambar 1 Keranga Pikir
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METODE PENELITIAN
Jenis Penelitian
Riset ini memakai metode kuantitatif yang datanya berasal dari data skunder yakni
pengangguran dan kemiskinan diperoleh dari BPS melalui laman https://www.bps.go.id.
Sedangkan kinerja keuangan, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat ketergantungan diperoleh
dari LRA Kab/Kota Se-Jateng tahun 2015-2020 yang didapatkan melalui situs resmi Provinsi
Jawa Tengah pada website http://djpk.kemekeu.go.id yang berupa realisasi APBD.
Populasi dan Sampel
Ranah generalisasi mencakup subjek/objek dengan spesifik dan kualitas tertentu yang
perlu peneliti pelajari dan ambil kesimpulannya disebut populasi (Sugiyono, 2018). Di dalam
riset ini populasinya adalah Laporan Realisasi Anggaran pada pemerintah daerah rentang
waktu dari 2015-2020 yang terdiri dari 35 kabupaten/kota pada Provinsi JATENG.
Penarikan sampel menggunakan purposive sampling yang berati cara pengambilan
dengan memakai kriteria (Sugiyono, 2018). Berikut adalah karakteristik nya :
Hasil pengambilan sampel
No Karakteristik Total
1. Realisasi APBD yang terdaftar DJPK, presentase 35
pengangguran dan kemiskinan dalam BPS pada
Provinsi Jawa Tengah rentang waktu 2015-2020.
2. Kabupaten/kota Se-JATENG yang tidak (5)
mempublikasi secara lengkap rincian pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja D aerahnya pada
DJPK jangka waktu dari 2015-2020.

Jumlah sampel yang memenuhi 30
Sampel secara keseluruhan 30 x 6 tahun penelitian 180
Outlier 53
Jumlah sampel secara keseluruhan setelah outlier 127

Teknik Pengumpulan Data

Didalam riset ini penghimpunan data menggunakan studi literatur yakni teknik
pengumpulan yeng berasal dari buku, jurnal, internet, makalah yang relevan dengan problem
yang diangkat(Sugiyono,2018). Tes statistik memakai analisis regresi berganda yang diolah
dengan SPSS versi 26.
Definisi Variabel Dan Pengukuran Variabel

Dalam riset ini memakai satu variabel terikat yakni kinerja keuangan pemerintah
daerah, dan empat variabel bebas yakni pengangguran, pertumbuhan ekonomi, kemiskinan,
dan tingkat ketergantungan. cara pengukuruan berikut ini:

1. Kinerja keuangan pemerintah daeraialah hasil kerja yg telah sudah dicapai pada
bagian finansial daerah yang didalamnya memuat sumber penghasilan dan biaya
daerah yang telah ditentukan peraturan berdasarkan UU selama jangka waktu
tertentu. yang didalamnya memuat sumber penerimaan berikut rumus
penghitungannya (Mahmudi, 2016) :

Belanja Modal tahun (1)—Belanja modal tahun (x—1)

x 100%

Belanja modal tahun (x—1)
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2.
a.

Variabel bebas sebagai berikut :

Pengangguran ialah keadaan dimana seseorang sedang mencari pekerjaan atau
tergolong sebagai angkatan kerja tetapi mereka belum memiliki pekerjaan (Pratama,
2021). Pengangguran diukur menggunakan rumus sebagai berikut (BPS,2021):

Jumlah Pengangguran

x100%

Jumlah Angkatan Kerja

Pertumbuhan ekonomi ialah proses untuk memahami bagiamana ekonomi akan
berlangsung dalam jangka panjang (Berliani, 2016) atau dapat diartikan sebagai
adanya suatu peningkatan ekonomi dalam waktu jangka panjang di suatu rumus
perhitungannya (Mahmudi, 2016).

PAD tahun (1) — PAD tahun(x — 1)

0,
PAD tahun(x — 1) x 100%

Kemiskinan ialah keadaan dimana seseorang tidak bisa memenuhi kebutuhan seluruh
aspek kehidupannya seperti makan, minum, tempat tinggal, pakaian, pendidikan dll
(Arfiani, 2019). Kemiskinan dapat diukur menggunakan rumus berikut (BPS, 2021):

2o

1
Po = —
n z

-

=1

Tingkat ketergantungan dapat dilihat dari banyaknya dana perimbangan yang
ditransfer administrator sentral kepada administrator wilayah (Rahmawaty & Aulia,
2020)

Dana Perimbangan

1 0,
Total Pendapatan x 100%

Teknik Analisis

Dalam riset ini teknik analisis data yang digunakan yakni (Nurtantiono, 2021) :

a. Uji Asumsi Klasik :

1.Uji Normalitas ialah untuk mengevaluasi persebaran data apakah normal atau tidak
dengan kriteria normal jika sig = 0,05.

2.Uji Heteroskedastisitas ialah situasi dimana varians variabel tidak sama pada semua
observasi dalam model regresi, dengan kriteria tidaka terjadi gejala tersebut apabila
sig =2 0,05.

3. Uji Multikolinieritas sebagai korelasi anatara variabel independen untuk evaluasi
ada atau tidaknya gejala multikolinieritas dengan kriteria tdak mengalami hal
tersebut jika tolerance = 0,10 atau vif < 10.

4. Uji Autokorelasi ialah untuk mengevaluasi apakah ada korelasi antara periode t
dengan periode t-1.

b. Analisis Regresi Berganda
c. Uji R2 ( koefisien determinasi ) untuk mengetahui presentase sumbangan pengaruh

http://bajangjournal.com/index.php/JEMBA


http://bajangjournal.com/index.php/J

270
JEMBA
Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi
Vol.1, No.3, Mei 2022
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________|]
variabel bebas terhadap variabel terikat.
d. Uji F digunakan untuk mengetahui tingkat signifikasi pengaruh variabel bebas secara
bersama-sama terhadap variabel terikat.
e. Uji T digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independen berpengaruh
secara signifikan terhadap variabel dependen, dengan kriteria berpengaruh bila nilai
sig < 0,05.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Dibawah ini merupakan hasil uji analisis statistik deskriptif :

Tabel 1. Descriptive Statistics

Std.

N Minimum Maximum Mean Deviation
Pengangguran 127 ,00 8,24 3,9450 2,13118
Pertumbuhan 127 -20,67 54,61 9,7995 14,27312
Ekonomi
Kemiskinan 127 6,66 21,45 12,5767 3,66389
Tingkat 127 50,52 71,66 61,2827 4,20882
Ketergantungan
Kinerja Keuangan 127 -33,08 75,30 5,2351 23,54402
Pemerintah Daerah
Valid N (listwise) 127

Sumber : hasil output IBM SPSS statistics 26 yang diolah
4.1 Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Pada riset ini dilakukan dengan memakai teknik Uji Kolmogrov-Smirnov
menunjukan nilai Asymp.sig (2-tailed) yakni 0,200. Nilai tersebut diatas 0,05 artinya
dalam riset ini nilai berdistribusi normal.

Tabel 2. Uji Normalitas
Unstandardized /Residual

N 127
Asymp.Sig.(2- 0,200
tailed)
Sumber : hasil output IBM SPSS statistics 26 yang
diolah

Uji Heteroskedastisitas
Riset ini memakai Uji Glester dimana nilai sig. semua variabel bebas memiliki nilai
> 0,05 sehinggan tiidak terdapat gejala heteroskedasitisitas.
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Tabel 3. Uji Heterkedastisitas

Model Sig
Pengangguran 0,678
Pertumbuhan ekonomi 0,806
Kemiskinan 0,556
Tingkat ketergantungan 0,931

Sumber : hasil output IBM SPSS statistics 26 yang

diolah
Uji Multikolinieritas
Riset ini menunjukan kalau nilai VIF < 10, sedangkan nilai tolerance = 0,10.

Sehingga pada semua variabel bebas tidak terjadi gelaja multikolinieritas.

Tabel 4. Uji Multikolinieritas

Tolernce VIF
Pengangguran 0,822 1,217
Pertumbuhan 0,990 1,010
ekonomi
Kemiskinan 0,984 1,016
Tingkat 0,817 1,224
ketergantungan
Sumber : hasil output IBM SPSS statistics 26 yang
diolah

Uji Autokorelasi
Riset ini memakai Uji Durbin-Watson dengan kriteria DW > DU dan DW < 4-DU
dengan hasil diketahui 1,878 > 1,776 dan 1,878 < 2,224. Maka pada riset ini tidak
terjadi gejala autokorelasi.
Tabel 5. Uji Autokorelasi

r R.square Adj. DW
R.Square
,5414 ,292 ,269 1,878
Sumber : hasil output IBM SPSS statistics 26 yang
diolah

4.2 Analisis Regresi Linier Berganda
Tabel 6. Analisis Regresi Berganda

B Std.Error
Constant -65,704 30,585
Pengangguran -4,033 ,928
Pertumbuhan 0,218 ,126
ekonomi
Kemiskinan 0,788 ,493
Tingkat 1,221 471
ketergantungan
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Sumber : hasil output IBM SPSS statistics 26 yang diolah

Persamaan regresi linier berganda berikut ini :
Y =-65,704 - 4,033x1 + 0,218x2 + 0,788x3 + 1,221x4
4.3 Koefisien determinasi (R?)
Tabel 7. Koefisien Determinasi (R2)

R. Square Adj. R Square
,292 ,269
Sumber : hasil output IBM SPSS statistics 26 yang

diolah

Diketahui hanya sebesar 26,9% yang menunjukan bahwa kinerja keuangan
pemerintah daerah dipengaruhi oleh variabel pengangguran, pertumbuhan ekonomi,
kemiskinan, serta ketergantungan karena nilai Adj. R Square sebesar 0,269. Sedangkan
sisanya sebesar 73,1% dipengaruhi komponen yang berbeda yang berasal dari luar
variabel dalam riset ini.

44 UjiF
Tabel 8. Uji Simultan (Uji F)
F hitung Sig. Keterangan
12,602 ,000b Berpengaruh secara bersama-
sama

Sumber : hasil output IBM SPSS statistics 26 yang diolah
Pada riset ini F hitung12,602 dan tingkat sig, 0,000 atau 0,000 < 0,05 artinya X1, X2, X3,
Dan X4 berpengaruh secara simultan terhadap variabel Y.

45UjiT
Tabel 9. Uji Parsial (Uji T)
B T Sig.

Constant -65,704 -2,148 0,034
Pengangguran -4,033 -4,345 0,000
Pertumbuhan 0,218 1,727 0,087

ekonomi
Kemiskinan 0,788 1,597 0,113
Tingkat 1,221 2,590 0,011

ketergantungan

Sumber : hasil output IBM SPSS statistics 26 yang diolah

Dalam uji parsial diperoleh bahwa varaibel pengangguran memiliki nilai sig. 0,000
dan tingkat ketergantungan 0,011 artinya kedua variabel tersebut berpengaruh
signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah karena memiliki nilai sig <
0,05, sedangkan variabel pertumbuhan ekonomi nilai sig. 0,087 dan kemiskinan nilai
sig.0,113 artinya kedua variabel tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja
keuangan pemerintah daerah karena nilai sig > 0,05.
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Pembahasan
1.Pengaruh Pengangguran Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
Nilai hasil uji T sebesar 0,000 atau < 0,05 berarti X1 mempengaruhi kinerja keuangan
pemerintah daerah secara signifikan. Penyebabnya berkurangnya program-program nan
dijalankan pemerintah yang seharusnya dapat menambah lapangan kerja bagi masyarakat
tetapi program-program tersebut dikurangi, sehingga membuat masyarakat tidak
mendapatkan pekerjaan dan membuat pendapatan mereka berkurang selain itu akan
menambah tingkat kemiskinan dalam masyarakat. Apabila hal ini dibiarkan secara terus
menerus maja akan mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Riset ini didukung
oleh riset yang dilakukan (Harimurti et al., 2017) menunjukan pengangguran mempengaruhi
kinerja keuangan secara signifikan.

2. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Nilai uji T menghasilkan 0,087 atau > 0,05 artinya X2 tidak mempengaruhi kinerja
keuangan pemerintah daerah, terjadi karena teknologi, SDM, modal, serta SDA belum
diimplementasikan secara maksimal sehinggan belum dapat menambah realisasi
penerimaan keuangan pemerintah daerah. Studi ini sejalan pada studi (Suryono et al., 2019
)Jmenunjukan kalau pertumbuhan ekonomi tidak mempengaruhi kinerja keuangan
pemerintah daerah secara signifikan.

3.Pengaruh Kemiskinan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Uji t diperoleh nilai 0,113 atau > 0,05 artinya X3 tidak mempengaruhi kinerja keuangan
pemerintah daerah, keadaan ini disebabkan karena keadaan alam, masyarakat, ekspoitasi,
faktor teknologi, faktor kelembagaan dan struktural tidak mempengaruhi kinerja keuangan
pemerintah daerah dan kemungkinan besar atau kecilnya tingkat kemiskinan belum tentu
berdampak. Studi ini didukung oleh studi Panggiarti & Hafan (2020) menyatakan kalau
kinerja pengelolaan keuangan pemda tidak dipengaruhi kemiskinan di Kabupaten Magelang.

4.Pengaruh Tingkat Ketergantungan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Hasil uji t menyatakan kalau nilainya < 0,05 yakni 0,011 artinya X4+ mempengaruhi
kinerja keuangan pemerintah daerah secara signifikan. Hal tersebut karena semakin besar
jumlah dana perimbangan dari sentral untuk daerah maka akan terlihat pula semakin
bergantunganya penguasa daerah kepada sentral sehingga penguasa daerah tidak akan
berupaya untuk meningkatkan pendapatan daerah lagi. Hal tersebut membuat
ketergantungan penguasa daerah terhadap sentral makin meningkat. Hasil riset ini didukung
dari riset Kiswanto dan Noviyanti (2016) dan (Srimulyani et,,al, 2021) yang menyatakan
tingkat ketergantungan pada pusat mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah
secara signifikan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan olah data dapat disimpulkan bahwa variabel
pengangguran, dan tingkat ketergantungan berpengaruh signifikan terhadap kinerja
keuangan pemerintah daerah, sementara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan tak
mempunyai pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Adapun Keterbatasan dari riset ini yaitu kontribusi variabel independen terhadap
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variabel dependen hanya sebesar 29,2 % untuk di pemerintah daerah sehingga masih ada
beberapa faktor lain yang mempengaruhi variabel dependen. Riset ini berfokus pada kinerja
kauangan Pemerintah Daerah sehingga sampel yang di gunakan masih sangat sedikit karena
data yang perlukan dan yang dipublish dalam web resmi pemerintah masih kurang memadai
dan tidak seimbang sehingga penggunaan sampel ini masih kurang untuk mengetahui
gambaran secara jelas dan kondisi yang sebenarnya terhadap objek penelitian.

Berdasarkan keterbatasan saran untuk peneliti selanjutnya dalam melakukan studi
terkait komponen yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah untuk
menambah sampel dan variabel independen yang digunakan untuk menghasilkan gambaran
secara jelas, keakuratan data dan kebaharuan dalam penelitian.
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